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ABSTRAK

Era pemerintahan Jokowi secara resmi berakhir pada tanggal 20 Oktober
2024. Pada era pemerintahannya selama kurang lebih 2 periode menimbulkan
banyak gejolak demonstrasi yang terjadi khususnya jika berbicara pada konteks
pembentukan undang-undang. Hal tersebut menimbulkan banyak kecurigaan serta
pertanyaan, apa yang menjadi persoalan sebenarnya pada proses legislasi era
pemerintahan Jokowi. Sehingga banyaknya bentuk penolakan dari akademisi
maupun masyarakat mengenai undang-undang yang disahkan di antaranya UU
IKN, UU KPK, UU Minerba, UU MD3, dan UU MK. Apa sebenarnya yang terjadi
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan analisis terhadap fenomena dan permasalahan hukum
tersebut, penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode pengumpulan data
diambil melalui studi pustaka (library research) yang berhubungan dengan asas-
asas perundang-undangan pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan undang-undang tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik yang terlalu dominan
pada proses pembentukan perundang-undangan berpengaruh pada kualitas
perundang-undangan. Semakin dominan politik maka akan turun kualitasnya
dilihat pada kelima undang-undang tersebut. Kemudian hal tersebut juga
mempengaruhi pada asas-asas pembentukan perundang- undangan yang
seharusnya diperhatikan oleh pembentuk undang-undang antara DPR dan
Pemerintah dilihat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang 12 tahun 2011 mengenai
asas-asas yang ada pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Era Pemerintahan Jokowi, Politik Hukum, Asas-asas Pembentukan
perundang-undangan.



ABSTRACT

Jokowi's era officially ends on October 20, 2024. In the era of his reign for
approximately 2 periods, there were many demonstrations that occurred, especially
when talking about the context of lawmaking. This raises many suspicions and
questions, what is the real problem in the legislative process of the Jokowi
administration. So that there are many forms of rejection from academics and the
public regarding the laws passed, including the IKN Law, KPK Law, Minerba Law,
MD3 Law, and Constitutional Court Law. What exactly happened in the process of
forming laws and regulations.

In analyzing these legal phenomena and problems, this research applies a
qualitative method. The method of data collection is taken through literature study
(library research) related to the principles of legislation in Law 12 of 2011
concerning the Formation of Legislative Regulations with the law.

The results show that the influence of politics that is too dominant in the
process of forming legislation affects the quality of legislation. The more dominant
politics is, the lower the quality will be seen in the five laws. Then that too also
affects the principles of the formation of legislation that should be considered by the
legislator between the DPR and the Government in Article 7 paragraph (1) of Law
12 of 2011 regarding the principles that exist in the process of forming laws and
regulations.

Keywords: Jokowi Government Era, Legal Politics, Principles of Legislation
Formation
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat di dunia menyatakan dirinya
adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada konstitusi, yaitu pada pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
Implikasi dari dianutnya prinsip negara hukum tersebut adalah berarti dalam setiap
sendi-sendi kehidupan baik itu bernegara, berbangsa, bermasyarakat, hingga
pemerintahan harus didasarkan atas hukum.! Jika kita melihat secara jauh makna
hukum yang terkandung, kita dapat melihat definisi yang diberikan oleh Kafrawi,
yaitu Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, bersifat memaksa,
berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu dan pelanggarannya dapat dikenakan
sanksi atau pidana.?

Sebagai negara hukum maka Indonesia dengan sendirinya akan selalu
berurusan dengan peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang akan selalu
menjadi poros bagaimana negara ini dibentuk dan kebijakan apa yang akan dibuat
dalam pemerintahan. Aturan-aturan tersebutlah yang nantinya diharapkan dapat
mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri berupa kepastian, keadilan dan
kebermanfaatan. Dengan konsekuensi tersebut maka undang-undang merupakan

landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang

1 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). him.180.
2 Kafrawi, Pengantar llmu Hukum (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2009).hIm 1.



dibuat oleh pemerintahan. “legal policy” yang dituangkan dalam undang-undang
menjadi sebuah saran rekayasa sosial yang membuat kebijaksanaan yang hendak
dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.®

Sadjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa dalam negara hukum modern
sudah sewajarnya jika peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dipakai
sandaran untuk melaksanakan suatu negara dan mengubah masyarakat (social
engineering).* Pendapatnya menjadi sangat penting dengan mengingat kedudukan
undang-undang yang berlaku secara erga omnes, yakni mengikat dan harus dipatuhi
oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sudah seharusnya
konsep serta pembuatan undang-undang diperhatikan lebih serius agar dampak
yang dirasakan oleh masyarakat merupakan dampak yang positif dalam hal apapun.
Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan kepastian dan
mendistribusikan manfaat bagi masyarakat luas.®

Pada masa pemerintahan Jokowi, publik selalu mengarahkan
pandangannnya pada kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan oleh
pemerintahan Jokowi serta jajaran yang di bawahnya. Kita dapat melihat jika secara
kuantitas total regulasi di Indonesia hampir mencapai 43.802 peraturan perundang-
undangan aktif yang berlaku di Indonesia®, yakni terdiri dari 8.506 peraturan pusat,

14,947 peraturan menteri, 4.382 peraturan Lembaga Pemerintahan Non-

3 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010). him.1.

4 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996). him.33.

® Fery irawan, “Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang,” Jurnal
Perspektif , 2012. him 3.

6 Direktori Peraturan Perundang-Undangan, 2019. http://peraturan.go.id/, diakses tanggal
18 november 2024.
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Kementerian, dan Peraturan Daerah dengan jumlah 15.967 peraturan. Dengan
banyaknya peraturan tanpa mempertimbangkan kualitas serta kebutuhan
masyarakat tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Hal tersebut
juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Thomah Hobbes, yakni unnecasrry
laws are not good law, but just traps for money (kuantitas hukum atau regulasi
yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik, akan tetapi hanya jebakan
untuk anggaran.)’

Jika kita melihat beberapa periode terakhir terutama pada era pemerintahan
presiden Jokowi maka akan terlihat sangat jelas permasalahan-permasalahan
kontroversial dalam pembuatan suatu aturan ataupun legislasi. Hal tersebut
menyebabkan respon penolakan dan kritik tajam dari masyarakat sipil maupun
akademis. Hal tersebut sebagai upaya untuk terus memperjuangkan hak-hak yang
dianggap dilanggar oleh pemerintah dengan membuat suatu undang-undang tanpa
memperhatikan kondisi masyarakat dan hal tersebut tentunya dapat merugikan
kepentingan publik. Undang-undang yang dibuat diharapkan dapat mampu
mengatasi permasalahan sosial yang ada dengan berlandaskan norma-norma
yang hidup pada masyarakat serta mengikuti prosedur sebagaimana pada Undang-
Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang
selanjutnya akan disebut dengan UU P3.

Pada masa pemerintahan Jokowi ada sekitar lima undang-undang

setidaknya yang mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat. Hal tersebut bukan

7 Koen J. Muylle, “Improving The Effectiveness of Parliamentery Legislative Procedures,”
Statute Law Review Volume 24, Nomor 3, Desember, 2003.: him. 169-186.



tanpa sebab, pembahasan yang dinilai sangat cepat, menghilangkan asas-asas dari
pembentukan peraturan perundang-undangan serta melewati proses dan tahapan-
tahapan dalam pembentukan undang-undang yang di dapat dilihat dalam pasal 1
(satu) dan 5 (lima) UU P3.

Pada pasal 1 ayat (1) UU P3 adalah pembuatan peraturan perundang-
undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.® Pada pasal 5 (lima) dijelaskan
bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik,
yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan

5. Kedayagunaaan dan kehasilgunaan

6. Kejelasan rumusan dan

7. Keterbukaan®

Tidak hanya hilangnya tahapan pembentukan undang-undang dan asas-asas
pembentukan perundang-undangan, akan tetapi jika kita melihat lebih jauh pada
lima undang-undang di atas yang dianggap memiliki problematik memiliki

kesamaan, yakni kualitas yang diragukan dalam proses pembuatannya bahkan hal

8 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal
1 angka (1).

% Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal
5.



tersebut dapat terlihat di sebagian undang- undang di atas tidak terpenuhinya
prinsip-prinsip pembuatan naskah akademik yang baik. Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan maka naskah akademik yang baik adalah naskah akademik
yang memenuhi syarat materiil dan syarat formil penyusunan naskah
akademik.’®Dalam UU IKN misalnya Direktur PUSAKO sekaligus Dosen Fakultas
Hukum (FH) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bahwa naskah akademik
RUU IKN tidak menjawab apa urgensi pindah IKN. Pertanyaan itu sangat penting

dan mendasar untuk dijawab dalam naskah akademik.!!

Ann dan Robert Siedman dalam bukunya Legislative Drafting for
Democratic Social Change, bahwa dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan, research and the concept paper menjadi kebutuhan yang
tidak terelakkan.’> Dapat dimaknai bahwa naskah akademikmerupakan upaya
untuk menjelaskan secara lebih terbuka kepada seluruh stakeholder tentang

signifikansi kehadiran sebuah peraturan perundang- undangan.*

Pada kelima undang-undang tersebut memiliki kesamaan yakni, pada proses
pembentukannya yang berlangsung di era pemerintahan Presiden Joko Widodo,
didominasi oleh koalisi pendukungnya di DPR, serta disahkan dengan tempo yang

cepat. Keseluruhan undang-undang ini menuai Kkritik tajam dari masyarakat sipil,

10 Fadly Mk, Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademik Berdasarkan
Sistem Perundang-Undangan di Indonesia. Tesis pada Program Magister liImu Hukum Universitas
Padjajaran, Bandung. 2012. him 6.

' Ady Thea, “Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN” artikel dari
www.hukumonline.com Diakses pada 04 Oktober 2024 Pukul 13:29 WIB.

12 Ergina Faralita, “Konsekuensi hukum terhadap tidak disertakannya naskah akademik dalam
pembentukan peraturan perundangan-Undangan,” Wasaka hukum, 2022. him 2.

13 Saldi Isra, “Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan” Makalah disampaikan dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara
(LAN) (Jakarta, 2009). him.2.
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akademisi, dan mahasiswa karena dinilai cacat secara prosedural maupun

substansial.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 13 tahun
2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Undang-undang Nomor
19 Tahun 19 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang
nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara Baru.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Politik Hukum Legislasi Pemerintahan Jokowi Pada pembentukan
UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, dan UU Minerba?
2. Bagaimana Kualitas Legislasi yang Dihasilkan pada Era Pemerintahan Jokowi
berdasarkan Prinsip-prinsip Pembentukan Perundang- undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adanya penelitian ini mempunyai

tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Bagaimana keadaan politik dalam proses legislasi era
pemerintahan Jokowi

b. Untuk mengetahui kualitas legislasi berdasarkan pada prinsip-prinsip
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada era

Pemeritahan Jokowi



2. Kegunaan Penelitian

Dalam kepenulisan ini, penulis berharap adanya kebermanfaatan baik dari

kegunaan teoritis dan praktis, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Dari hasil penelitian ini, penulis berharap memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan dalam hukum tata negara khususnya bagaimana proses
pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur pada UU P3.
Penulis berharap tulisan ini dapat berguna dalam melihat proses legislasi
pada aspek politik hukum dan dari prinsip-prinsip pembentukan
perundang-undangan sehingga diharapkan kualitas legislasi kedepannya
diharapakan dapat lebih baik.

b. Kegunaan Praktis
Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam pemerintahan
selanjutnya dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik dari sisi
legislatif maupun eksekutif. Sehingga kualitas legislasi pada era
sebelumnya tidak terulang pada era pemerintahan saat ini.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian atau karya

akademik yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Bagian ini
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian sebelumnya
membahas subjek yang serupa, serta untuk mengidentifikasi perbedaan dalam
temuan mereka. Dalam penelitian ini, kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri
berbagai Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya akademik lain yang membahas terkait

kualitas legislasi dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya dalam



kaitannya dengan judul yang dibuat penulis, yaitu Analisis Kualitas Legislasi Era
pemerintahan Jokowi (Studi kasus UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, Dan UU
Minerba.

Selain itu, kajian ini juga akan menyoroti proses pembentukan legislasi
secara aspek politik dan melihat pengaruh dari kualitas legislasi terutama dalam
periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan meninjau penelitian-
penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi pendekatan, metodologi, serta
hasil-hasil utama yang telah dicapai oleh para peneliti sebelumnya, dan menilai
sejauh mana penelitian ini memberikan kontribusi tambahan terhadap pemahaman
mengenai kualitas legislasi di Indonesia. Penulis menemukan beberapa persamaan
dan perbedaan dalam objek penelitian yang akan dibahas.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mhd. Jundi Zia Ulhag dengan judul
“Analisa Undang-undang Ibu Kota Negara berdasarkan Undang- Undang 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”!* Skripsi ini
memiliki tujuan mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dengan
menggunakan pendekatan berdasarkan UU P3. Persamaan dalam skripsi ini
terdapat pada penggunaan pedoman yang sama, yakni pada UU P3 dan perbedaan
antara skripsi tersebut dengan penulis, yaitu terbatas dengan hanya melihat unsur-
unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, dengan pembentukan UU IKN akan tetapi
tidak melibatkan lebih jauh terkait proses pembentukan dari UU IKN dengan

pedoman pada UU P3. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa landasan filosofis

14 Jundi Zia Ulhaq, “Analisa Undang-Undang Ibu Kota Negara Republik Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). him. 1.



yang terdapat dalam Rancangan UU IKN ternyata belum dijelaskan secara
menyeluruh dengan mengkaitkannya terhadap nilai Pancasila sehingga perlu
dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan.

Kedua, Artikel berbahasa inggris dengan penulis Ni’matul Huda, Idul
Rishan, dan Dian Kus Pratiwi dengan judul “ Fast-Track legislation : The
transformation of Law Making Under Joko Widodo’s Administration”.*® Jurnal ini
membahas terkait konsep Fast-Track Legislasi di bawah pemerintahan Jokowi.
Jurnal ini setidaknya membahas 3 (tiga) isu hukum. Pertama, membahas terkait
limitasi konsep fast track legislation. Kedua, membahas terkait alasan dibalik
pemakaian konsep Fast Track legislasi di bawah pemerintahan Jokowi. Ketiga,
yaitu membahas terkait dengan dampak dari penerapan legislasi jalur cepat atau fast
track legislation pada pemerintahan Jokowi. Hasil dari jurnal ini mengatakan
bahwa penggunaan konsep fast-track legislation di Indonesia memiliki banyak
syarat akan kepentingan politik, sehingga jurnal ini menganggap bahwa
penggunaan konsep fast-track membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia.
Jurnal ini juga memberikan spesifikasi terkait undang-undang mana saja yang
memakai konsep fast-track legislation dan dibahas di jurnal ini, yaitu UU IKN,
Revisi UU Minerba, Revisi UU MK, Revisi UU KPK, dan Revisi UU MD3.
Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian kali ini adalah terletak pada undang-
undang yang akan dikaji, yakni ada 5 (lima) undang-undang yang telah dijelaskan

di atas. Adapun perbedaannya terletak pada pedoman atau rujukan yang digunakan.

15 Ni’matul Huda, dkk, “Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under
Joko Widodo’s Administration,” Yustisia Jurnal Hukum, volumel13, Nomor 1, 2024. him 1.



Pada skripsi ini menggunakan Undang-undang P3 yang menjadi pedoman dan
landasan penulis untuk melihat kualitas undang-undang baik secara formil maupun
materiil.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Nur Hadiyati dan Hayllen Stathany dengan
judul “Analisa Undang-Undang ITE berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia”.'® Jurnal ini memiliki tujuan, yakni,
mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sudah sesuai atau belum dengan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan berdasarkan undang-undang 12 tahun 2011. Persamaan jurnal
ini dengan skripsi yang akan ditulis adalah terdapatnya pedoman yang sama dalam
pembentukan undang-undang dengan memakai UU P3, akan tetapi yang menjadi
perbedaan adalah jurnal ini hanya spesifik memakai satu undang- undang sebagai
bahan analisisnya, yakni pada UU ITE. Penemuan pada jurnal ini mengatakan
bahwa UU ITE memiliki kelemahan undang-undang dari segi asas pembentukan
undang-undang, terutama yang dibahas dalam jurnal ini, yakni Kedayagunaan dan
Kehasilgunaan kemudian asas Kejelasan rumusan.

Keempat, Skripsi ini ditulis oleh Ika Edytia Febrianti dengan judul “ Analisis
Yuridis Konsep Fast Track Legislation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 7Skripsi

16 Nur Hadiyati dan Hayllen Stathany, “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” Mizan: Jurnal limu Hukum Volume
10, No. 2 (Desember 2021). him 1.

17 Ika Edytia Puji Febrianti, “Analisis Yuridis Konsep Fast Track Legislation Dalam
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). hlm 1.
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ini membahas terkait konsep Fast-Track legislation dalam mekanisme
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Skripsi ini membagi
pembahasannya menjadi tiga bagian, yakni (1) Pembentukan Fast Track Legislation
di Indonesia (2) Urgensi fast track legislation dilakukan dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia (3) Dampak fast track legislation terhadap
peraturan perundang- undangan di Indonesia. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah
mendeskripsikan pembentukan fast-track legislation di Indonesia dengan melihat
dampak apa saja yang ditimbulkan dari pembentukan undang- undang dengan
memakai konsep Fast-track Legislation. Persamaan Skripsi ini terletak pada
pedoman yang digunakan dalam menganalisa objek kajiannya, yaitu berupa UU P3.
Sedangkan perbedaanya terletak pada topik bahasan penelitian pada skripsi ini
hanya membahas terkait permasalahan yuridis pada konsep fast-track legislation.

. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik adalah konsep dasar yang digunakan dalam penelitian

untuk menjelaskan dan memahami masalah yang sedang dibahas. Fungsinya adalah
membantu peneliti agar tetap fokus pada topik, memberi arah dalam mencari data,
dan memudahkan analisis hasil penelitian. Dengan menggunakan teori yang sudah
ada, peneliti bisa menentukan apa yang perlu diperhatikan, mana  yang
penting, dan bagaimana cara menghubungkan berbagai aspek dalam

penelitian.

1. Politik Hukum Legislasi

Politik hukum bisa diketahui dari dua cara. Pertama dapat dipahami dari

arti kata "politik™ dan "hukum" (divergensi), dan kemudian menggabungkan
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kedua istilah tersebut (konvergensi). Kedua, mengartikan secara langsung ke
dalam satu kesatuan sebagai kalimat lengkap yang bermakna. Istilah politik
hukum memiliki pengertian yang lebih luas dari pada kebijakan hukum,
pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Artinya, sebagai suatu kalimat,
memahami politik hukum adalah suatu kegiatan yang berdiri sendiri.8

Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah kebijakan hukum atau
garis kebijakan formal yang terkait dengan peraturan perundang- undangan
yang akan dilaksanakan dengan memberlakukan undang undang baru atau
mengganti undang-undang lama, dalam rangka mencapai tujuan pemerintah.
Dengan demikian, kebijakan hukum adalah pilihan hukum untuk diundangkan
serta pilihan hukum untuk dicabut atau tidak diberlakukan, semuanya dengan
tujuan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam UUD NRI
Tahun 1945.%°

Proses legislasi sebagai salah satu bentuk pengembangan hukum
merupakan rangkaian peristiwa yang dimulai dari perencanaan, pengusulan,
pembahasan, dan pengesahan. Semua proses ini dilakukan oleh aktor, dalam
sistem demokrasi modern, yang dikenal sebagai eksekutif dan legislatif (DPR).
Dalam sistem pembuatan undang- undang yang demokratis, proses pembuatan
undang-undang bersifat bottom-up, membutuhkan bahan hukum yang relevan

untuk mencerminkan nilai dan kehendak rakyat.?

18 Elfia Farida, Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi IImu. Jurnal
QISTIE, Volume 12 Nomor 1, https://doi.org/10.31942/JQ1.\VV1211.2708 him.146.

19 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Cet ke -10 (Depok: Rajawali Pers, 2020)
him.1.
20 Hariyanto, Politik hukum dalam legislasi nasional, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan
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Suatu negara tentu memiliki tujuan. Harold. J. Laski misalnya,
mengemukakan bahwa tujuan negara ialah untuk menciptakan keadaan di
mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.?!Atau
ajaran Immanuel Kant yang menyebutkan bahwa tujuan negara ialah untuk
membentuk dan mempertahankan hukum, agar dapat menjamin kedudukan
warga negara sehingga mereka tidak menjamin kedudukan warga negara
sehingga mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.??

Politik hukum legislasi merupakan gabungan di antara politik, hukum,
dan legislasi yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan. Hal
tersebut didasarkan pada pengaruh di antara ketiganya. Ada banyak cukup
pendapat dari beberapa ahli mengenai dominasi antara ketiganya. Pertama,
mengatakan bahwa politik lebih dominan di antara hukum, hal tersebut
didasarkan pada proses pembentuk hukum itu sendiri selalu dipengaruhi oleh
kepentingan politik sehingga dapat dikatakan bahwa politik lebih dominan
daripada hukum. Kedua, hukum lebih dominan daripada politik, pendapat
tersebut menggunakan argumentasi dengan mengatakan bahwa dalam negara
hukum, semua harus patuh pada hukum itu sendiri sekalipun politik. Sehingga
apapun keputusan politik yang dibuat tidak boleh bertentangan hukum.
Kemudian pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum lebih dominan
dari pada politik itu sendiri.

2. Stufenbau Teory (Teori Berjenjang)

Hukum Islam, Volume 13, Nomor 2. (Desember 2022), him.7.

2L Harold J. Lski, The State in Theory and Practice, (New York: The Viking Press, 1947),
him.253.

22 |bid.
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Stufenbau teory atau disebut teori berjenjang merupakan teori yang
dicetuskan oleh Hans Kelsen lalu disesmpurnakan oleh Hans Nawiasky. Teori
ini mengatakan bahwa norma-norma yang membentuk suatu aturan memiliki
tingkatan atau hierarki. Sejatinya hal tersebut dilandaskan pada argumentasi
bahwa norma-norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma
yang lebih tinggi. Hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam hierarki
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.?® Dalam peraturan
Indonesia khususnya pada pasal 7 ayat (1) UU P3 disebutkan secara urutan
norma-norma mana saja yang paling tinggi dan mana yang paling rendah.3

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang- jenjang
dan berlapis lapis dalam suatu hierarki (susunan) yang memiliki arti bahwa,
norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi dengan
demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih
lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar yang disebut juga
dengan grundnorm.?* Dalam aturan Indonesia, khususnya pasal 7 (tujuh) ayat 1
UU P3 ada sekitar 7 (tujuh) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
terdiri atas:®
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2 Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2016). him.111.

24 Maria Farida Indrati, 1lmu Perundang-Undangan, cet- 1. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
him.43.

% Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
Pasal 7 ayat (1).
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¢. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
d. Peraturan pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan

g. Peraturan daerah kabupaten/Kota.

Pada ayat 2 (dua) nya pun dijelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan
perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat
().

Pada fokus penelitian ini dengan judul ““ Analisis Kualitas Legislasi era
pemerintahan Jokowi (Studi Kasus: UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK
Dan UU Minerba)“ dimaksudkan untuk menjadi pisau analisis hubungan antara
kualitas legislasi era pemerintahan Jokowi dengan teori hierarki norma dengan
melihat konteks pembuatan peraturan dengan menghubungkan pertentangan
antara norma yang rendah dengan norma yang lebih tinggi dengan melihat data
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah
Konstitusi.

. Prinsip-prinsip Legislasi

Bagi setiap warga negara, memahami isi dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia bukanlah hal yang mudah mengingat
terkadang ada saja pasal yang memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran.
Pembentukan peraturan yang akan dan telah diberlakukan tentu telah memakan
banyak waktu dalam proses pengkajiannya, sehingga cita dari peraturan
tersebut dapat terimplementasi secara baik dan utuh.

Tentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah
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telah menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan, Pemerintah telah
menetapkan sebuah peraturan sebagai tatanan dalam proses pembuatan
peraturan yang akan diundangkan. Undang-undang ini merupakan sebuah
jembatan antara  kepentingan pemerintah dalam  menjamin dan
mengimplementasikan tertib hukum di negara dan masyarakat agar terjamin
hak-haknya.

Pembuatan peraturan ini, dalam proses legislasinya didasari akan asas-
asas kemudian menjadi landasan fundamental agar peraturan tersebut tidak
mendiskreditkan keinginan masyarakat. Pasal 5 UU P3 memberikan landasan
yang kuat bagi proses legislasi yang bertanggung jawab dan efektif di
Indonesia. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik memberikan pedoman yang
komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan
peraturan hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

a. Kejelasan tujuan;

b. Penentuan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan;

d. Dapat dilaksanakan;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. Kejelasan rumusan; dan

g. Keterbukaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau sering disebut
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penelitian hukum doktrinal.?® Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka
jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan
(library research). Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian
perpustakaan, yaitu mencari teori-teori, konsep- konsep, asas-asas yang dapat
dijadikan landasan teori bagi penelitian yang tengah penulis lakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan
melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan
perundang-undangan di sini menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Pendekatan
tersebut dimaksudkan untuk melihat penormaan, konsep-konsep, dan asas-asas.
Hal tersebut menjadi landasan bagaimana penulisan ini diteliti.

G. Sumber Data
Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat data utama dalam
membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini
adalah UU P3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer,

seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah.?’Bahan

% Jimly Asshiddigie, Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum (Jakarta:
Konstitusi Pers, 2020). him. 192.

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013).
him 13-14.
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hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat
ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum, ensiklopedia,
kamus dan sebagainya. Bahan non hukum penting untuk menunjang dalam
proses analisis terhadap bahan hukum.?

H. Analisis Data

Data yang diperolen kemudian dianalisis menggunakan metode analisis
kualitatif berdasarkan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
penyusunan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan
efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.?’Dari hasil
analisis ini diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut, dan diakhiri
dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, Penyusun akan membagi penelitian
menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum

penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram-NTB: University Pres, 2020). him.60.
29 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Citra Aditya Bakti, 2004).
him.172.
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Bab Kedua, merupakan penjelasan mengenai teori yang akan digunakan
dalam penelitian kali ini yakni dengan memakai tiga Prinsip/Teori : Politik Hukum
Perundang-undangan, Stufenbau Teory (teori berjenjang), Asas- asas pembentukan
perundang-undangan. Penjelasan dari ketiga teori ini akan menghubungkan dari
kualitas legislasi di Indonesia, khususnya pada era pemerintahan Jokowi.

Bab Ketiga, merupakan tinjauan umum dengan menjelaskan dinamika politik
dalam pembentukan legislasi dan juga melihat penjelasan prinsip- prinsip ataupun
asas-asas pembentukan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia dilihat pada
pedoman pembentukan undang-undang, yaitu pada UU P3. Aspek formil yang
dimaksud berupa asas-asas, dan juga tahapan pembentukan perundang-undangan
dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan
pengundangan.

Bab keempat, merupakan analisis dan data yang akan dijelaskan mengenai
kualitas legislasi pada era Jokowi ini dapat terjadi serta menganalisis prinsip-prinsip
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada UU IKN, UU KPK,
UU MD3, UU MK, dan UU Minerba yang di bentuk pada masa pemerintahan
tersebut. Analisis tersebut juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari

rumusan masalah.

Bab kelima, berisikan penutup yang terbagi menjadi dua bagian, yakni

kesimpulan dan saran
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai

Politik hukum pembentukan perundang-undangan dan asas-asasnya pada era

Pemerintahan Jokowi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran politik dalam membentuk suatu legislasi sangat kuat dan sangat dapat
mempengaruhi kesesuaian antara undang-undang yang diinginkan dalam
politik ataupun tidak. Dominasi yang dilakukan oleh partai politik sampai pada
kesimpulan tidak cukup baik dalam negara demokrasi. Hal tersebut didasarkan
nanti pada proses pembahasan pembentukan undang-undang akan tidak
terselenggaranya kemaksimalan penyamapaian pada pembahasan baik berupa
perdebatan maupun percakapan akademik. Hal tersebut terjadi dikarenakan
posisi pemerintah yang didukung partai mayoritas di parlemen. Sehingga
implikasinya adalah tidak tercipta check and balances di keduanya. Hasilnya
kualitas legislasi era pemerintahan Jokowi yang dihasilkan oleh pembentuk
undang-undang baik DPR maupun Pemerintah tidak mendapatkan kualitas
baik. Hal tersebut dapat terlihat dari data pada pengujian Judicial Review kepada 5
(lima) undang-undang yang diujikan di MK yang setiap tahun naik.

2. Prinsip-prinsip maupun asas-asas dalam perundangan- undangan yang terdapat
pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan

setiap peraturan perundang- undangan. Kehilangan atau diabaikannya asas-
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asas dapat menurunkan kualitas serta mendapatkan banyak respon penolakan
dari masyarakat, baik berupa pengujian formil dan materiil di Mahkamah
Konstitusi maupun penolakan dalam bentuk demo yang dilakukan oleh
akademisi dan masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat pada kelima undang-
undang yang memiliki kesamaan, pada saat pembentukannya diabaikannya
asas-asas pembentukan perundang-undangan yang dapat dilihat pada Undang-
Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
B. Saran
Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang dipaparkan, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya aturan mengenai komposisi parlemen pasca pemilu, sehingga ketika
pemilu usai yang kalah dalam pertarungan akan tetap menjadi oposisi dengan
fokus menyeimbangkan fungsi sebagai bentuk pengawasan pada pemerintah
terutama dalam parlemen. Sehingga ketika proses legislasi akan adanya check and

balances antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan suatu rancangan undang-

undang.

2. Perlunya standar pada Undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan  perundang-undangan dalam penerapan asas-asas dengan
menggunakan ukuran-ukuran ataupun indikator sebagai upaya memudahkan
masyarakat dalam menilai apakah pembentukan legislasi yang dilakukan oleh
DPR dan Presiden sudah sesuai atau belum dengan pedoman pada
Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang- Undangan.
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